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Latar Belakang permasalahan dalam penelitian ini, berawal dari maraknya
pernikahan yang tidak tercatat, maka muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 108 Tahun 2019 terhadap pencatatan pernikahan dari pernikahan yang tidak
tercatat, sehingga hal ini berdampak terjadinya inkonsistensi hukum perkawinan
dan administrasi kependudukan, maka perlu analisis secara mendalam berdasarkan
asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap inkonsistensi
hukum tersebut

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana pencatatan
kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat ? 2) Bagaimana pencatatan kartu
keluarga dari pernikahan tidak tercatat ditinjau dari kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan ? Tujuan Penelitian 1) Untuk Mengetahui pencatatan kartu keluarga
dari pernikahan tidak tercatat 2) Untuk Mengetahui pencatatan kartu keluarga dari
pernikahan tidak tercatat ditinjau dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab kedua permasalahan
tersebut maka penelitian menggunakan metode penelitian library research atau
kajian pustaka dengan sumber primer dan sumber sekunder yaitu pengumpulan
data-data atau literature yang terkait dengan pedofilia dan sesuai dengan
pembahasan skripsi, kemudian analisa yag penulis gunakan adalah critic analysis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) penerapan peraturan
administrasi kependudukan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dikarenakan masih rendahnya
pengakuan negara terhadap identitas anak sehingga diperlukan adanya percepatan
dalam kepemilikan akta kelahiran. Di dalamnya menyatakan bahwa Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri
yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah
pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung
jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua)
orang saksi. Selanjutnya Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak.Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 bertujuan meningkatkan pelayanan
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Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi
informasi, dinamis, tertib dalam pencapaian pelayanan prima yang menyeluruh,
perlu mengatur standarisasi mengenai Spesifikasi, Formulasi Kalimat, Pengadaan
dan Pengendalian terhadap Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil, dimaksud untuk menyesuaikan dengan dinanika peraturan
sebelumnya (Permendagri Nomor 94 Tahun 2003). Mengatur di dalamnya terkait
Blangko Register Akta Pencatatan Sipil yang meliputi register akta kelahiran,
register akta kematian, register akta perkawinan, register akta perceraian, register
akta pengakuan anak; dan register akta pengesahan anak. 2) pencatatan kartu keluarga
dari pernikahan tidak tercatat ditinjau dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan
Penyebab terjadi inkonsistensi hukum disebabkan beberapa hal perubahan kebijakan dan
peraturan perundangundangan, perubahan keadaan sosial dan teknologi, pertentangan
kepentingan dan tekanan politik, kurangnya harmonisasi dan koordinasi, pembentukan
dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda,
pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat
dibanding pendekatan sistem, akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas. Analis kepastian hukum,
keadilan dan kemanfaatan hukum terkait Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap
perkawinan tidak tercatat dengan penggunaan SPTJM tidak memberikan kepastian dan
kemaslahatan, serta terjadi inkonsistensi sehingga membutuhkan harmonisasi hokum
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The background for the consequences arising from Minister of Home Affairs
Regulation Number 108 of 2019 regarding marriage registration, the causes of
inconsistencies in marriage law and population administration, as well as analyzing legal
certainty, justice and legal benefits regarding these legal inconsistencies

The formulation of the problem in this research is 1) How is the of recording family
cards from unregistered marriages? 2) How is the of recording family cards from
unregistered marriages in terms of legal certainty, justice and expediency? Research
Obijectives 1) To find out the of recording family cards from unregistered marriages 2) To
find out the of recording family cards from unregistered marriages in terms of legal
certainty, justice and benefit

The research method used to answer these two problems is the research method
using library research or literature review with primary sources and secondary sources,
namely collecting data or literature related to pedophilia and in accordance with the thesis
discussion, then the analysis that the author uses is content analysis , comparative analysis,
and critical analysis

he results of this research show that: 1) the implementation of population
administration regulations, the Ministry of Home Affairs issued Minister of Home Affairs
Regulation Number 9 of 2016, due to the low level of state recognition of children's
identity, so it is necessary to accelerate the ownership of birth certificates. It states that the
Statement of Absolute Responsibility for the Truth as a Husband and Wife Couple,
hereinafter referred to as the SPTJM for the truth as a husband and wife, is a statement
made by the biological parents/guardians/applicants with full responsibility for the status
of a person's marital relationship, with 2 (two) known ) witnesses. Furthermore, the witness
in the Statement of Absolute Responsibility is the person who saw or knew about the
signing of the Statement of Absolute Responsibility. The Ministry of Home Affairs issued
Minister of Home Affairs Regulation Number 118 of 2017 aimed at improving Population
Administration services that are professional, meet information technology standards, are
dynamic and orderly in To achieve comprehensive excellent service, it is necessary to
regulate standardization regarding Specifications, Sentence Formulation, Procurement and
Control of Family Card Forms, Registers and Civil Registration Deed Excerpts, intended
to adapt to the dynamics of previous regulations (Permendagri Number 94 of 2003).
Regulates in it related to Civil Registration Deed Registration Forms which include birth
certificate register, death certificate register, marriage certificate register, divorce
certificate register, child recognition certificate register; and register of child validation
deeds. 2) registration of family cards from unregistered marriages in terms of legal
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certainty, justice and expediency. The causes of legal inconsistencies are due to several
changes in policy and statutory regulations, changes in social and technological conditions,
conflicting interests and political pressure, lack of harmonization and coordination, the
formation is carried out by different institutions and often in different time periods, the
sectoral approach in forming laws and regulations is stronger than the systems approach,
public access to participate in the process of forming laws and regulations is still limited.
Analysis of legal certainty, justice and legal benefits related to Minister of Home Affairs
Regulation Number 108 of 2019 regarding unregistered marriages using SPTJM does not
provide certainty and benefits, and there are inconsistencies that require legal
harmonization
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